
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTTISAN I(()ItlIsI. PEITTILTHA"N UII.IUU
PROVINSI NUSA TENGGARA BAR,AT

NOUOR 29.8 TAHUN 2OO7

TENTANG

TATA CARA PEilCALOIIAII ltAlrl}t PEIULIHAil UltUSt GUBERNUR DeN WAKIL GUBERNUR
NUSA TETTGGARA BARAT TAHUN 2OO8

Irlenimbang

KOUISI PEMIIJHAN UIIUM PROVINSI NUSA TENGGARA EARAT

: a, bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal

63, dan Pasal 64 Undangrundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Bab V peraturan pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah di ubah terakhir dengan PeGturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2007;

b. bahwa ketentuan Pasal g ayat (3) point (c) dan point (g) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan Keputusan
tentang Tata cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
llyakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 .

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
D€wail Perwaklfan Rakfat Dewan rerwakllan Daerah, Dewan Perwakflan
Rakfat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4277);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan lembaran NegEra Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana tehh diubah dengan Undang - undang Nomor I Tahun 2005
tentang Penefapan reraturan Pemerintah Pengganu Undang -tindarE
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indbnesia Thhun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tenbng Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan PeratuBn
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
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7. Keputusan Presider l$omor 54 Tahun 2003 tentang pola organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode
Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang pola

Oryanisasi dan Tah KerJa Seloetartat Jenderat Komisi fumilihan Umum,
seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2001 tentang
Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PaniUa pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelengggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepata Daerdr;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008;

Ittemperhatikan
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
bnggal 22 Oktober 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TEilTANG TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUttI
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2008

EAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah
Penyelenggara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka
7 Undang-Undang Nomor Z2Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota se Nusa tenggara Barat selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

4. Partai Politik adalah ParEi Politik peserta Femilihan Umum sebagaimana dtmaksud dalam LJntrdng-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

5. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang secara
bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Pimpinan Partat Politik adatah Kettra dan Sekretaris Pa'rtai Polittk atau para Ketua ddn patr
Seketaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
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8.

9.

Pasangnn Calon Guberrrur trdn \ ffiit Gubernur, setafijutnya' disebut Fasangan Calon affi1
peselb Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan
oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politjk yang telah memenuhi persyaratan;

Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, panitia pengawas
Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia pengawas pemilu
Lapangan sebagnimana dimaksud dalam Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2007 dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh
Pasangnn Calon bersarna-sa'nra l%rtai mitik atau GaburEEn Parffi mitik yang' bertugffi dan
berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab ahs
pelaksanaan tehnis penyelenggaraan ka mpanye.

Pasal 2

Pasangan calon diusulkan oteh Partat Folitik atau Gabungan Faltai politik.
Paftai Politik atau Gabungan Partai PoliUk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
mendaftarkan Pasangan Calon, apabila memenuhi persyaratan :

a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang
kurangnya 15olo (lima belas perseratus) darijumlah kursi DPRD Provinsi atau;

b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2004
sekurang-kurangnya 15o/o (lima betas persemtus) dari akumulasi perolehan suaftt sah dalam
Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dapat merupakan :

a. Gabungan Paftai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi; atau
b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan Partai Politik yang tidak

memiliki kursidi DPRD Provinsi; atau
c. Gabungan antar Partai Politik yang tidak memitiki kursi di DPRD Frovinsi.
Dalam hal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi
gabungan antar partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
Dalam hal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan Paftai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara
sah gabungan antar Partai Politik telsebut dan mengrhitungt'menetapkan persentasenya
Dalam hal Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik sebagaiman dimaksud pada ayat
(3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah
gabungan antar partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

(1)
(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 3

(1) Dalam hat Partat miUk atau Gabungan Partat Folitik rnerrgft.rsr-rlkan fbsangan Caton menggunakan
ketentuan perolehan sekurang - kurangnya 15olo (lima belas perseratus) sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, apabila hasil bagijumlah kursi DPRD Provinsi dan atau
perolehan suara syah Pemilu menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 %o (lima belas
perseratus) darijumlah kursi dan atau perolehan suara syah dihitung dengan pembulatan keatas.

(2) Pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (4) adalah
seknangr-ktrrangrnya'9 Mrs[ dari 55 kurst DPRD Provimt

(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan
ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya t5 olo (lima belas perseratus) dari akumulasi
perolehan suara syah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (5) dan Ayat (6), maka komulasi
perolehan suaranya sekurang-kurangnya memperoleh 284.160 suara dari 1.894.398 suara syah
hasil Pemilu Anggota DPRD ProvinsiTahun 2004.

Fasal4

Data perolehan kursi Paftai Politik atau Gabungan Partai Politik dan data perolehan suara paftai poliUk

ahu gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

a. Data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004 yang tercantum dalam
dokumen Formulir Model EA DPRD Provinsiatau;

b. DaE pero'tehan suara sah datam Femifu Angigota DPRD Frovin$ Tahun 2004 yang tercantum datam
dokumen Formulir Model DC DPRD Provinsi.

a
J
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(1)
(2)

(3)

(4)

(s)

M5
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan Calon.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diusulkan dalam satu pasangan calon oleh partai
Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan
lagi oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik lainnya.
hrEt Politik atau Gabungnn Partat Polittk sebetum menetap*an Fasangnr Caton wajib nrernftrta

kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk
dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.
Bakal calon yang mengajukan kepada parta politik dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk
menyampaikan visi, misidan program kerjanya.
Proses penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis
dan trcnsparan sesuai dengan mekanisrne !6ng bertak{J dalam PdrEt Fotitik atau Gabungan partat
Politik.
Dalam proses penetapan Pasangan Calon , Partai Politik atau Gabungan partai politik wajib
memperhati kan pendapat da n ta nggapa n masyarakat.

pasal 6

(5)

(1) Calon Gubemur dan Vllkil Guhmur adatah warlra nqar?r Republik Indonesia lang memenuht
syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1915, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. beryendidlten sekurang-kurangrrya sekoHr lanjutan tifiglot atas danlatau sederajat;
d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bhun pada saat pendaftaran;
e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari nm

Pemeriksa Kesehatan ;
t. tidak pernah diiatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara palrng lama 5 (lima) Hhtrn atau febih;

g. Udak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan hrsedia untuk diumumkan;j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum

yang merjadi Enggung jawabnya yang meruffin keuangan nqlara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunpi

kekuatan hukum tetap;
L tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib

mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. merryerahbn dafur riwayd hifup lengkap lrang memuat ankra lain riwayat pendtdikan dan

pekefiaan serh keluarga kandung, suamiatau istri ;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubemur dan Wakil Gubernur atau selama 2 (dua) kali

masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah;

(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat Fernyaban yang dibuat dan ditandffingani oleh calon sendirt, seba'gai butti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h,
huruf I dan huruf n;

b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secrra jasmani dan rohani dari Tim
Pemeriksa yang ditetapkan KPU Provinsi sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e;

c. Surat Keterangan tempat tinggat dalam wilayah Ftegara Kesatuan Republik Indonesia dart
Lurah atau Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

d. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i;

e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau
secam badan hukum png menjadt tanggung jawabnfa yang merugikan keuangan Negara,
dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai buKi
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
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f. Surat keterangan tiffi setrdng dinya*an paittt berdasarkn putusan pengadilan dart
Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syaEt calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

q. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana pada ayat (1)
huruf g;

h. Surat pemyataan Udak pemah melakukan perbuatan tercela yang di lampiri hasil test
narkoba }rang dilakukan oleh tim pemeriksa kes€hatan yang di tetapkan oleh KPU ProvirEi

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

i. Fotocopy kartu Nomor Pokok waiib Paiak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan waiib paiak orang pribadi

atas nama calon, untuk mas 5 (tima) tatrun terakhir aEu seiak calon merjad $fajib P:aFk,

dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan paiak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan ditandatangani pula

oleh pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Paftai Politik atau Pimpinan Partai Politik
yang bergabung, sebagai bukti Pmenutrdn sfamt cat n s€bagaimana ffisud pada afdt
(1) huruf n;

k. surat keterangan tidak pemah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana makar

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai buku
pemenuhan syarat calon sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

l. Fotcopy Kartu Tanda Penftrduk (KTP) ;
m. Fotocopy ijazah dari SD, SLTP, SLTA dan atau Perguruan 'l-inggi yang telah dilegalisasi pihak

yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ;

n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam
pidana penjara 5 (tima) tahtm atau 6itr dart PengEdilan ltegert yang witayah hukumnya

meliputi tempat unggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f ;

o. surat p€myataan belum pernah meniabat sebagai Gubernur dan wakil Gubernur selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam masa iababn yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf o;

p. Surat pemydtan titrdk datam status sebgai Peniabat Gubernur dan Wakit Gubemur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ; dan

q. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat)

lembar;

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 7

Gubemur dan \ ffiil Gubemur, Bupati dan wakil Bupati, Watikota dan watoI Walikofa fang
dicalonkan oleh Partai Politk atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Gubemur dan/atau Wakil

Gubemur wajib menjalani cuti diluar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye;

Penjabat Kepala Daerah Udak dapat menjadi calon Gubemur atau Wakil Gubemur;

Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kob dan Anggota Panitia Pengawas pemilu
yang dicalonkan oleh Partai Politik atau C'abungn Partai Politik menlldi calon Gubernur atau Wakil
Gubemur wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan
Anggota Panitia Pengawas s€jak pemberibhuan berakhirnya masa iabatan Gubemur dari DPRD

Provinsi kepada KPU Provinsi.

BAB II
TATA CARA PEITDAFTARA]I PASAITGAII CALOII

Pasal 8
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Gubemur dan Wakil
Gubernur kepada KPU Provinsi selama masa pendaflaran,
Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (f) paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.
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M9
(l) P?rtai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaft'arkan pas.rngan calon sebagaimana

dimaksud dalam pasal g, wajib menyerahkan surat pencalonan yang dita;datangani oleh pimpinan
Partai Politik atau para pimpinan partai Frolitik'fingkat provinsi yang oergauun!, yaitu Kltua dan
Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai aenlan fiwena-ng'a; beidasa*an
Arggardn Dasar/Anggarafl Rumah Tangga hrtai politik yang bercarckutan.(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilrmpiri dengan :a. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan

Calon ;

(3)

(4)

(5)

b. Surat pemyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan Calon yang dicalonkan dan
dirandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik lang bergabung;c' surat pemyataan kesediaan rang bersanqkubn sebagai calon Gubenrur da; w5m cirte-*
secara berpasangan;

d. Surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan Calon ;e' supt pemyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apa.bila terpilih menjadi
Gubemur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang - undangan;f' surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi 

-calon 
yang berasal dari

Pegawai Negeri sipil, AnlJgota Tenbra Nasionat Indonesia dan Arcrgota Kepolisian Neg.na
Republik Indonesia;

S. Surat pemyaban tidak aldif dalam jabatannya bagi primpinan DPRD provinsi;
h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi 

- 
Anggota Dp& DpD, dan DpRD yang

mencalonkan diri sebagai calon Gubemur dan Wakil Gubemur;i. Kelengkapan persyaratan calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada
pasal 6;

j. Naskah visi, misi dan program pasangan Calon secara tertulis; dank. Keputusan partai politik atau gabungEn partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan
Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubemur yang dilengkapi berita acara proies
penjaringan.

Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan partai politik mendaftarkan
tim kamFnye dan rTrenyerahian rekening khusus dana kampanye yang dibuat Fda 1 (satu) Bank.
Pasangan calon yang didaflarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus hadir pada saat
pendaftaran,
KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada partai politik atau Gabungan partai politik yang
mendaftarkan Pasangan Calon dan tim kampanye,

Pasal 10

(l) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimakud pada pasal 6 Ayat (1)
huruf e hanya dilakukan oleh 'l-im Pemeriksa Kemampuan Kesehatan lasmani dan Rohani dari dan
dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kpu provinsi dengan keputusan Kpu provinsi.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim pemeriksa kepada
KPU Prwinsi sdagai pembuhian kebenaran ketengkaEEn persy"rahl calon.

Pasal 11

]'lm K€mpanye sebagaimana dimakud dalam pasal 9 ayat (3), dapat dibentuk secara bedenjang di
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kob dan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. TmgiGt Provinst ctiffion kepada KPU Provinsi;
b. Tingkat Kabupaten/Kota didaftarkan kepada KpU Kabupaten/Kota; dan
c. Tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK.

Pasal 12

Surat penczlonan beserta lampirannya dimasuldan ke datam map dengan ketertuan sebagai berikutr
a. Surat pg1calonan beserta lamplran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b,

dan huruf k, dirnasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri dan ditulis nama Pasangan Calon dan parbi
poliHk atau gabungan partai politik yang mencalonkan;

b. Surat pemyataan dan surat keterangan syaftrt calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf g huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruh j dimasukkan dalam 1 (satu)
rnap tersendtrt dan ditulis nama Pasangan Calwr dan pfifdi poilitk atau gabungan parEi politik yang
merrcalonkan .
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Pasat t3
(1)

(2)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta tampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada KpU provinsi.
KPU Provinsi memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang
mendaftarkan Pasangan Calon.

BABTII

TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 14

(1) KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap surat pencalonan besefta lampirannya sebagaimana
dimatsud datam Pasat 6 dan M g.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap pemenuhan ketentuan
syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat
pencalonan beserta lampirannya, dan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang
memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat untuk
mendapat tanggapan danlatau masukan.

(4) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi dengan identitas yang
jelas.

(5) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses
dan ditindaklanjuti KPU Provinsi sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut
disertai hlkti-brrkti dan dapat dipeftngpiungjawabkaff kebenaranrrya.

(6) KPU Provinsi dalam melakukan verifikasi terhadap Pasangan Calon wajib berlaku adil, jujur dan
transparan.

Pasal 15

KPIJ Pt'winsi mernberiEhukan ffiina tertulis hasil penetitian sebagaimana dimaksud datam hsat t4
kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon paling lambat 7 (tujuh ) hari sejak
Enggal penutupan pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 16

(1) Apbila berdasarlon hasfi renettian sebagatmana dimaksud datam Fasat 14, Farngan Calon
belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Provinsi, Partai Politik atau gabungan Partai
Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapai dan/atau memperbaiki surat
pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;

(2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau
mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitmg sejak ditertrnanya srlrat pernteriHruan hasit penetitian.

Pasal 17

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam jangka waKu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi
dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian
dtnitat tidak tengkap aEu tttrdk sah.

(2) Apabila Paftai Politik atau gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Paftai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasl 6 dan Pasal 9.

Pasal 18

(1) KPU Prwtnsi meffiukan penelitian ulang terhadap suat pencatonan beserfa hmpimnnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon
tetap dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak KPU Provinsi, Paftai Politik atau gabungan Partai
Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.

(3) KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada
alrat (1) dan apt (2) kepada fhrtai Potitik atau gabungan trartai Politik yang meficatonkan.

(4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberihhuan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(3)

t4)

Pasttg

Apabila salah satu calon atau Pasangan C-alon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari
sebelum penetapan calon, Partai Politik ahu gabungan Partai politik yang bersangkutan biberi
kesempatan untuk mengusulkan pasangan Calon pengganti.
Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
keeada KFU Frotrinst srnat Perrcaficnan besrh larnpiranrrya paling tambat'3 (tiga) fra* tertrttung
sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 2O

KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana' dimaksud dalam Fasat 19.
Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan Calon
pengganti tetap dinilai Udak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi, partai politik abu
gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
Janglo waktu penelitjan ulang sarnpai den'gan pemberibhuan strara tertults sebagniniana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling tambat 3 (tiga) hari.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CATON

Past2l

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubemur dan Wakil Gubenur sekurang-kurangnya 2
(dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon .

Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KpU
Pr'wtnsi mengembatrrkan kepada parrai pft'k atau giirbr.rrgiaTr partat @itik, dafi partai poltttt aau
gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk kembali mengajukan pasangan Calon
paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005.
Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mampu mengajukan Pasangan Calon yang
memenuhi qaraf maka pen]€lenEgat"an remftr Guberrmr dan \,ffiit Gukrnnr dtmda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2005 sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007
Pasangan Calon yang telah diletapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara
luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dllakukan undian
secaraterbLfta urtuk menffin nomoruuf FagrTg:dn Calon.
Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam
Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi yang wajib dihadiri oleh Pasangan C,alon , wakil Partai politik
atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, pers, dan wakil masyarakat.
Pamngan Calon yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa Pasangan
Cat'nT teffii rrenyetujut penulisan nama dan foto yang Hah dtserahkan.
Nomor urut dan nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka
KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar calon Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditehpkan oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam Berib
Acara Penetapan Pasangan Calon .

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi Lampiran Keputusan KPU Provinsi
tentang Penetamn Nomorurut Pasangan Calon Gubemurdan \ilfakit Gutrmur.

(2)

(1)

(3)

{4)

(s)

(6)

{7)

(8)

(e)

Pasal 22

(1) KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), sebagai peserta Pemilu Gubernur dan
Wakil Gtfuemur patinq lambat 7 (tujrrh) hari setetah berakhirnya jangka watru pnelttian ulang.

(Z) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final
dan mengikat.
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(1)

{2)

(3)

(4)

hsat 23

Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam paal ZZ,
Paftai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan Calon
dan/atau salah seorang dari Pasangan c-alon dilarang mengundurkan diri.
Partai Politik atau gabungan Partai Poltik yang menarik calonnya dan/atau pasangan Calon
danlatau salalr seorang dmt l2asangan Calon nrengrundurkan diri, l%rtat politik atau gabtmgan
Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau
Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Glbernur,
dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepadj
mas6rakat.
Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak merubah
nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 24

(t) Dalam hat saHt satu caton aEu Fasangan Caton berhalangan tetap sejak penetapan calon sanmi
pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan
C,alonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling tambat 3 (tiga)
hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi melakukan penelitian adminiffisi
dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan Calon
pengganti didaftarkan.

(2) Datam hat salah satu caton atau rEsangan Caton berMangmn tffip pada saat dimulaffi
kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau tebiii,
tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilanjutkan dan pasangan Calon
yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua)
Pasangan CatJn, tahapan eetaksanaan remilu Gubemur dan trffirit Guberrnrditunda pating lanrbat
30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calon
berhalangan tebp mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak
Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi
dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon
pengganti didaftarkan.

Pasat 25

(1) Dalam hal salah satu Pasangan Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan
suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan
pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap setelah
perfiungufdn $ftIra puhftm pertarna samFi defigrdfi dtnrdaffi hari perntrngiutan suara plffiran
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik atau gabungan partai politik tersebut
mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon
berhalangan tebp dan KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi serta
menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon
pengganti didaftarkan.

(3) Dalam hat saHI satr calon atau Fasangan Caton tiffi lagt nremenuhi slrurdt caton seteHr
pengumuman hasil penghitungan suara pubran pertama sampaidengan 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara putaran kedua maka tahapan pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur
ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan Pasangan Calon dengan perolehan
suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.

BAB Y

KETENTUAN LAIN-IAIN

Pasal 26

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
sebagaimana dtmaksud dalam Keputusan int affir sehgatmana tercantum datam Lampiran III
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
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(2) P€ngadaan contoh formulir pencalonan pemilu Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU provinsi.

Pasal 27

Nomor urut dan daftar nama-nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubemur yang telah ditetapkan dan disusun dalam Daftar Pasangan Calon serb telah ditetapkan dan
diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasfrl 22, diBdikan bahan untuk :
a. Membuat dafur nama Pasangan Calon.
b. Membuat surat suam.
c. Keperluan Kampanye.
d. Dipasang ditiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KpU provinsi
dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi, unsur Dinas Pendidikan, pemuda
dan Olahraga Provinsi, unsur Kantor Wilayah Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/Rumah Sakit
Umum Provinsi, unsur Ikatan Dokter Indonesia Provinsi, unsur Ikatan Akuntan Indonesia provinsi. unsur
Fengadilan finggi, unsur Kepolisian Daerah, Unsur Kejaksaan Tngggi, dan unsur [ain yang dianggap
perlu.

BAB W
KETENTUAII PERALIHAN

P.c.l 29

8AB VII
I(ETE!*TI'A!I PEruIUP

Pasa! 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabih dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tehpkan di Mataram
Pada hnggal 22 Oktober 2007

PEMILIHAN UMUM
TENGGARA BARAT

H. M(HALLY FIKRI
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HaFhal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KpU provinsi.
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